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1. Melakukan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan 

rencan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana 

tercantum dalam Dokumen ANDAL, RKL dan RPL dan 

harus memenuhi persyaratan, stándar dan baku mutu 

lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan 

sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 
 

2. PT. Supreme Energy Muara Laboh harus melakukan 

pengelolaan dampak dengan pendekatan sosial ekonomi 

dan institusi yaitu dengan mengutamakan terlebih dahulu 

masyarakat terdekat pada lokasi rencana kegiatan yang 

tekena dampak dan selanjutnya menjangkau pada 

masyarakat lainnya di Kabupaten Solok Selatan 
 

3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan, laporan RKL dan 

RPL kepada Bupati Solok Selatan, serta Instansi Teknis 

terkait lainnya di Kabupaten Solok Selatan setiap 6 (enam) 

bulan sekali 
 

4. Jika di kemudian hari terjadi perubahan usaha dan/atau 

kegiatan sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum 

dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan serta, 

maka penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib 

mengajukan permohonan perubahan kepada Bupati dan 

instansi terkait guna diambil langkah-langkah yang 

diperlukan ; 
 

5. Sesuai dengan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengeloaan 

Lingkungan, PT. Supreme Energi Muara Laboh  wajib 

memberikan akses kepada Pejabat Pengawas Lingkungan 

Hidup Daerah dalam menjalankan tugas pengawasan. 
 
 

KEENAM : Keputusan ini dinyatakan BATAL di kemudian hari jika : 
 

1. Ditemukannya pelanggaran terhadap Dokumen AMDAL 

dan perubahannya serta Izin Lingkungan sebagaimana 

diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2009 tentang Izin Lingkungan. 
  
  2. Tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan 

dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun semenjak 

diterbitkannya Keputusan ini. 
































